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Saint Benhur Mansnandifu, S.AP., M.H. 

- Yohan Anthon Kho

Total Suara Sah 

20.540 

64.515 

Berdasarkan tabel di atas Pemohon berada di peringkat kedua dengan 

perolehan suara sebanyak.20.540 suara 

2. Bahwa terhadap keputusan Termohon tersebut pada angka 1, Pemohon

mengajukan keberatan atas hasil perhitungan suara yang ditetapkan oleh

Termohon, oleh karena perolehan suara yang diperoleh pasangan calon

Nomor Urut 1 diperoleh dengan cara melanggar hukum yang secara rinci

akan diuraikan pada paragraf selanjutnya Permohonan Pemohon a quo;

A. PELANGGARAN BAHWA TIDAK ADA PENGAMBILAN SUMPAH

ATAU JANJI TERHADAP ANGGOTA KPPS

Bahwa telah terjadi adanya pelanggaran Tata Cara, Prosedur dan 

Mekanisme Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil 

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Biak Numfor Tahun 

2024 sebagaimana diatur dalam PKPU Nomor 17 Tahun 2024 Tentang 

Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil 

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang 

dilakukan oleh hampir seluruh TPS di Kabupaten Biak Numfor dengan 

diuraikan dibawah ini: (terlampir): 

1) KPPS TPS 01 Kampung Asaryendi, Distrik Numfor Timur;

Bahwa telah terjadi pelanggaran oleh TPS 01 Kampung Asaryendi, Distrik 

Numfor Timur yaitu tidak ada pengambilan sumpah atau janji terhadap 

anggota KPPS dengan atas nama terlapor Hendrik Mandowen selaku 

ketua KPPS TPS 01 TPS 01 Kampung Asaryendi, Distrik Numfor Timur 

dan yang menjadi saksi - saksi atas adanya dugaan pelanggaran ini yaitu 

atas nama Atila Farida Rumbiak dan Dewa Sams Muns. 

Bahwa pada hari Rabu, tanggal 27 November 2024, sekitar pukul 00:00 

WIT, Ketua KPPS TPS 01 Kampung Asaryendi, Distrik Numfor Timur 

membuka rapat pemungutan suara dan dalam proses rapat pemungutan 

suara tersebut tidak ada pengambilan sumpah atau janji terhadap anggota 
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KPPS dan Petugas Ketertiban TPS yang seharusnya wajib dilaksanakan 

sebelum proses pemungutan suara dimulai. 

4) KPPS TPS 01 Kampung Pyefuri, Distrik Numfor Timur;

Bahwa telah terjadi pelanggaran oleh TPS 01 Kampung Pyefuri, Distrik 

Numfor Timur yaitu tidak ada pengambilan sumpah atau janji terhadap 

anggota KPPS dengan atas nama terlapor Noak Krey selaku ketua TPS 

01 Kampung Pyefuri, Distrik Numfor Timur dan yang menjadi saksi -

saksi atas adanya dugaan pelanggaran ini yaitu atas nama Elina Apiyem 

dan Ketrina Awom. 

Bahwa pada hari Rabu, tanggal 27 November 2024, sekitar pukul 07:00 

WIT, Ketua KPPS TPS 01 Kampung Pyefuri, Distrik Numfor Timur 

membuka rapat pemungutan suara dan dalam proses rapat pemungutan 

suara tersebut tidak ada pengambilan sumpah atau janji terhadap anggota 

KPPS dan Petugas Ketertiban TPS yang seharusnya wajib dilaksanakan 

sebelum proses pemungutan suara dimulai. 

5) KPPS TPS 01 Kampung Yenmanu, Distrik Numfor Timur;

Bahwa telah terjadi pelanggaran TPS 01 Kampung Yenmanu, Distrik 

Numfor Timur yaitu tidak ada pengambilan sumpah atau janji terhadap 

anggota KPPS dengan atas nama terlapor Otto Abindondifu selaku ketua 

TPS 01 Kampung Yenmanu, Distrik Numfor Timur dan yang menjadi 

saksi - saksi atas adanya dugaan pelanggaran ini yaitu atas nama 

Yulanda Rumbarar dan Feliks Abindondifu. 

Bahwa pada hari Rabu, tanggal 27 November 2024, sekitar pukul 07:00 

WIT, Ketua KPPS TPS 01 Kampung Yenmanu, Distrik Numfor Timur 

membuka rapat pemungutan suara dan dalam proses rapat pemungutan 

suara tersebut tidak ada pengambilan sumpah atau janji terhadap anggota 

KPPS dan Petugas Ketertiban TPS yang seharusnya wajib dilaksanakan 

sebelum proses pemungutan suara dimulai. 

6) KPPS TPS 01 Kampung Asaibori, Distrik Numfor Timur;
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adanya dugaan pelanggaran ini yaitu atas nama Manuel Brian Kapisa dan 

Lukas Yenbepon. 

Bahwa pada hari Rabu, tanggal 27 November 2024, sekitar pukul 07:00 WIT, 

Ketua KPPS TPS 01 Kampung Pakreki, Distrik Orkeri membuka rapat 

pemungutan suara dan dalam proses rapat pemungutan suara tersebut 

tidak ada pengambilan sumpah atau janji terhadap anggota KPPS dan 

Petugas Ketertiban TPS yang seharusnya wajib dilaksanakan sebelum 

proses pemungutan suara dimulai sebagaimana diatur dalam Pasal 11 

ayat (2), Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) PKPU Nomor 17 Tahun 2024 

Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan 

Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil 

Walikota. 

9) KPPS TPS 01 Kampung Pakreki, Distrik Orkeri;

Bahwa telah terjadi pelanggaran TPS 01 Kampung Pakreki, Distrik Orkeri 

yaitu tidak ada pengambilan sumpah atau janji terhadap anggota KPPS 

dengan atas nama terlapor Frengki Miokbon selaku ketua TPS 01 

Kampung Pakreki, Distrik Orkeri dan yang menjadi saksi - saksi atas 

adanya dugaan pelanggaran ini yaitu atas nama Evlin Everdina Rumbarar 

dan Yurina Wanma. 

Bahwa pada hari Rabu, tanggal 27 November 2024, sekitar pukul 07:00 WIT, 

Ketua KPPS TPS 01 Kampung Pakreki, Distrik Orkeri membuka rapat 

pemungutan suara dan dalam proses rapat pemungutan suara tersebut 

tidak ada pengambilan sumpah atau janji terhadap anggota KPPS dan 

Petugas Ketertiban TPS yang seharusnya wajib dilaksanakan sebelum 

proses pemungutan suara dimulai sebagaimana diatur dalam Pasal 11 

ayat (2), Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) PKPU Nomor 17 Tahun 2024 

Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan 

Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil 

Walikota 

10) KPPS TPS 07 Kelurahan Sorido, Distrik Biak Kota
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PKPU Nomor 1 7 Tahun 2024 Tentang Pemungutan dan Penghitungan 

Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, 

serta Walikota dan Wakil Walikota. 

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka patut diduga: 

1) KPPS TPS 01 Kampung Asaryendi, Distrik Numfor Timur;

2) KPPS TPS 01 Kampung lndaibori, Distrik Numfor Timur;

3) KPPS TPS 01 Kampung Kornasoren, Distrik Numfor Timur;

4) KPPS TPS 01 Kampung Pyefuri, Distrik Numfor Timur;

5) KPPS TPS 01 Kampung Yenmanu, Distrik Numfor Timur;

6) KPPS TPS 01 Kampung Asaibori, Distrik Numfor Timur;

7) KPPS TPS 01 Kampung Yenbepon, Distrik Orkeri;

8) KPPS TPS 01 Kampung Yenbeba, Distrik Orkeri;

9) KPPS TPS 01 Kampung Pakreki, Distrik Orkeri;

10) KPPS TPS 07 Kelurahan Sorido, Distrik Biak Kota 

11)KPPS TPS 01 Ket. Mandala, Distrik Biak Kota

12) KPPS TPS 02 Kelurahan Anjareuw, Distrik Samofa

13) KPPS TPS O 1 Kelurahan Burokub, Distrik Biak Kota 

Telah melanggar tata cara, prosedur dan mekanisme dalam 

pemungutan suara yang mengakibatkan Pemungutan Suara Ulang 

(PSU) sebagai diatur dalam Pasal 112 ayat (2) huruf a Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang 

Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang 

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir menjadi Undang­

Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 

Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang­

Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati 

dan Walikota Menjadi Undang - Undang Juncto Pasal 50 ayat (3) huruf 

a PKPU Nomor 17 Tahun 2024 Tentang Pemungutan dan 

Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, 
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Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota. 

Bahwa apabila proses pemungutan suara tidak sesuai dengan tata cara 

sebagaimana di atas KPPS TPS 01 Kampung Asaryendi, Distrik Numfor 

Timur, KPPS TPS 01 Kampung lndaibori, Distrik Numfor Timur, KPPS 

TPS 01 Kampung Kornasoren, Distrik Numfor Timur, KPPS TPS 01 

Kampung Pyefuri, Distrik Numfor Timur, KPPS TPS 01 Kampung 

Yenmanu, Distrik Numfor Timur, KPPS TPS 01 Kampung Asaibori, 

Distrik Numfor Timur KPPS TPS 01 Kampung Yenbepon, Distrik Orkeri, 

KPPS TPS 01 Kampung Yenbeba, Distrik Orkeri, KPPS TPS 01 

Kampung Pakreki, Distrik Orkeri, KPPS TPS 07 Kelurahan Sorido, Distrik 

Biak Kota, KPPS TPS 01 Kel. Mandala, Distrik Biak Kota, KPPS 

TPS 02 Kelurahan Anjareuw, Distrik Samofa, KPPS TPS O 1 Kelurahan 

Burokub, Distrik Biak Kota telah melanggar Pasal 112 ayat (2) huruf a 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Juncto P Pasal 50 ayat (3) huruf 

a PKPU Nomor 17 Tahun 2024, maka konsekuensi yuridis atas 

pelanggaran tata cara pemungutan suara tersebut adalah gugur dan 

batal demi hukum dan oleh karenanya wajib dilaksanakan Pemungutan 

Suara Ulang (PSU) pada KPPS TPS yang telah disebutkan diatas. 

B. BAHWA TERJADI PELANGGARAN PADA TAHAPAN PEMUNGUTAN

DAN PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL

BUPATI KABUPATEN BIAK NUMFOR TAHUN 2024

Bahwa terjadinya adanya dugaan pelanggaran pada tahapan

Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 yang dilakukan oleh:

1. Terlapor atas nama Asdar Djabbar (Anggota KPU Kabupaten

Biak Numfor) pada TPS 01 Kelurahan Snerbo, Distrik Samofa;

Bahwa pada hari Rabu, tanggal 27 November 2024, sekitar pukul 07:00 

WIT, KPPS TPS 01 Kelurahan Snerbo, Distrik Samofa memulai Rapat 

Pemungutan Suara diawali dengan pengambilan sumpah/ janji anggota 

KPPS dan Petugas Ketertiban TPS, penjelasan kepada Pemilih tentang 

tata cara pemungutan suara dan pembagian tugas anggota KPPS, 
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Berdasarkan ketentuan tersebut di atas patut diduga telah terjadi 

pelanggaran Pasal 190A Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2016 

Tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2015 

Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang 

Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota 

Menjadi Undang - Undang dengan bunyi pasal sebagai berikut: 

"Penye/enggara Pemilihan, atau perusahaan yang dengan sengaja 

melakukan perbuatan melawan hukum merubah jumlah surat suara 

yang dicetak sama dengan jum/ah Pemilih tetap ditambah dengan 2, 5% 

(dua setengah persen) dari jumlah Pemilih tetap sebagai cadangan, 

yang ditetapkan dengan Keputusan KPU Provinsi dan KPU 

Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) 

dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) 

bu/an dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bu/an dan denda paling 

sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak 

Rpl.500.000.000,00 (tujuh milyar lima ratus juta rupiah). 

Bahwa dengan demikian Perolehan suara di TPS 01 Kelurahan Snerbo, 

Distrik Samofa Tidak SAH dan sudah seharusnya dilakukan Pemilihan 

Suara Ulang pada TPS 01 Kelurahan Snerbo, Distrik Samofa, Kab. Biak 

Numfor. 

2. Terlapor atasnama Freddy The (Sekretaris KPU Kabupaten

Biak Numfor) pada TPS 01 Kampung Yendidori, Distrik

Yendidori);

Bahwa pada hari Rabu, tanggal 27 November 2024, sekitar pukul 07:00 

WIT, KPPS TPS 01 Kampung Yendidori, Distrik Yendidori memulai 

Rapat Pemungutan Suara diawali dengan pengambilan sumpah/ janji 

anggota KPPS dan Petugas Ketertiban TPS, penjelasan kepada 

Pemilih tentang tata cara pemungutan suara dan pembagian tugas 

anggota KPPS, membuka kotak suara dan mengeluarkan seluruh isi 

kotak suara di atas meja serta menghitung jumlah Surat Suara untuk 
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Pasal 82 ayat (6) 

-- LAWFIRM -

"Pemusnahan surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) 

dibuatkan berita acara". 

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas patut diduga telah terjadi 

pelanggaran Pasal 190A Undang-Undang Norn or 10 Tahun 2016 

Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 

Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang­

Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati 

dan Walikota Menjadi Undang-Undang dengan bunyi pasal sebagai 

berikut: 

"Penyelenggara Pemilihan, atau perusahaan yang dengan sengaja 

melakukan perbuatan melawan hukum merubah jumlah surat suara 

yang dicetak sama dengan jumlah Pemilih tetap ditambah dengan 2, 5%

(dua setengah persen) dari jumlah Pemilih tetap sebagai cadangan, 

yang ditetapkan dengan Keputusan KPU Provinsi dan KPU 

Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) 

dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) 

bu/an dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bu/an dan denda paling 

sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak 

Rpl.500.000.000,00 (tujuh milyar lima ratus juta rupiah). 

Bahwa dengan demikian Perolehan suara di TPS 01 Kampung 

Yendidori, Distrik Samofa Tidak SAH dan sudah seharusnya dilakukan 

Pemilihan Suara Ulang pada TPS 01 Kampung Yendidori, Distrik 

Samofa, Kab. Biak Numfor. 

3. KPPS TPS 01 Kampung Mnubabo, Distrik Biak Kota

Bahwa telah terjadi pelanggaran oleh KPPS di TPS 01 Kampung 

Mnubabo, Distrik Biak Kota yaitu tidak menyerahkan Formulir 

C.HasilSalinan-KWK Bupati kepada Saksi Pasangan Calon Bupati dan
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Gubernur dan Wakil Gubernur, serta saksi pasangan calon Bupati dan 

Wakil Bupati, khususnya saksi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati 

nomor 3 tidak diberikan Formulir MODEL C.HASIL- SALINAN-KWK­

BUPATI oleh KPPS TPS 02 TPS 02, Kampung Darmorpis, Distrik 

Samofa dengan alasan bahwa "formulir MODEL C.HASIL-SALINAN­

KWK- BUPATI telah dimasukan ke dalam kotak suara". 

Bahwa alasan Ketua KPPS TPS 02, Kampung Darmorpis, Distrik 

Samofa tersebut, maka semua saksi mandat pasangan calon Gubernur 

dan Wakil Gubernur, serta saksi pasangan calon Bupati dan Wakil 

Bupati, terutama saksi mandat pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati 

nomor 3 pulang meninggalkan Lokasi TPS 02, Kampung Darmorpis, 

Distrik Samofa tanpa membawa formulir MODEL C.HASIL-SALINAN­

KWK-BUPATI. 

13. KPPS TPS 04 Kelurahan Samofa, Distrik Samofa

Bahwa telah terjadi pelanggaran oleh KPPS di TPS 04, Kelurahan 

Samofa, Distrik Samofa, Kabupaten Biak Numfor yaitu tidak 

menyerahkan Formulir C.Hasil-Salinan-KWK Bupati kepada Saksi 

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 3 dengan atas 

nama terlapor Rahmat Fatkhur Isam, Khafid Adnanta, lnsoraki, A.Y. 

Yenninar, Linda Sikadi, Musa Steven B. Tabiati, Yosmina Randongkir, 

dan lrianti S. Wakman adalah masing-masing sebagai Anggota KPPS 

TPS 04 Kel. Samofa, Distrik Samofa. dan yang menjadi saksi - saksi 

atas adanya dugaan pelanggaran ini yaitu atas nama Fransina Tomahu 

dan Jhon Kapojos. 

Bahwa pada hari Rabu, tanggal 27 November 2024, sekitar pukul 18:00 

WIT, KPPS TPS 04 Kelurahan Samofa, Distrik Samofa telah selesai 

menyelenggarakan rapat penghitungan suara dimana semua saksi 

mandat, baik saksi pasangan ca Ion Gubernur dan Wakil Gubernur, serta 

saksi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, khususnya saksi 

pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati nomor 3 telah menandatangani 

formulir MODEL C.HASIL-KKW-BUPATI dan formulir MODEL C.HASIL-
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Bahwa pada hari Rabu, tanggal 27 November 2024, sekitar pukul 20:00 

WIT, KPPS TPS 04, Kelurahan Yafdas, Distrik Samofa telah selesai 

menyelenggarakan rapat penghitungan suara dimana semua saksi 

mandat, baik saksi pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, serta 

saksi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, khususnya saksi 

pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati nomor 3 telah 

menandantangani formulir MODEL C.HASIL-KKW-BUPATI dan formulir 

MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI, namun semua saksi mandat 

pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, serta saksi pasangan 

calon Bupati dan Wakil Bupati, khususnya saksi pasangan calon Bupati 

dan Wakil Bupati nomor 3 tidak diberikan Formulir MODEL C.HASIL­

SALINAN-KWK- BUPATI oleh KPPS TPS 04, Kelurahan Yafdas, Distrik 

Samofa tanpa alasan yang jelas. 

Bahwa sampai dengan laporan dugaan pelanggaran dilaporkan ke 

Bawaslu Kabupaten Biak Numfor, Ketua KPPS TPS 04, Kelurahan 

Yafdas, Distrik Samofa tidak menyerahkan Formulir MODEL C.HASIL­

SALINAN-KWK- BUPATI kepada saksi mandat pasangan calon Bupati 

dan Wakil Bupati nomor 3. 

16. KPPS TPS 02 Kelurahan Anjereuw, Distrik Samofa

Bahwa telah terjadi pelanggaran oleh KPPS di TPS 02 Kelurahan 

Anjereuw, Distrik Samofa, Kabupaten Biak Numfor yaitu tidak 

menyerahkan Formulir C.Hasil-Salinan-KWK Bupati kepada Saksi 

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 3 dengan atas 

nama terlapor Laurens Yensenem, Bertus Maryen, Yosep heatubun, 

Ece lnggamer, Masye Yensenem, Cluiver dan Robinar Yensenem 

adalah masing-masing sebagai anggota dari TPS 02 Kelurahan 

Anjereuw, Distrik Samofa, Kabupaten Biak Numfor dan yang menjadi 

saksi - saksi atas adanya dugaan pelanggaran ini yaitu atas nama 

Yulianus Steven Rawar dan Ruth Rumbino. 

Bahwa pada hari Rabu, tanggal 27 November 2024, sekitar pukul 20:00 
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Pasal 41 ayat (1) huruf a PKPU Nomor 17 Tahun 2024 

"Setelah formulir se/esai dilakukan penandatangan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasa/ 39 ayat (1), ketua KKPS dibantu anggota KPPS: 

a. mengisi formulir:

1. MODEL C.HASIL-SAL/NAN-KWK-GUBERNUR; dan

2. MODEL C.HAS/L-SALINAN-KWK-BUPA Tl atau MODEL C.HASIL­

SALINAN-KWK-WALIKOT A. 

Juncto Pasal 98 ayat (12) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 

"KPPS wajib memberikan 1 (satu) eksemplar salinan berita acara dan 

sertifikat hasil penghitungan suara kepada saksi pasangan ca/on, PPL, 

PPS, PPK melalui PPS serta menempelkan 1 (satu) eksemplar sertifikat 

hasil penghitungan suara pada tempat pengumuman di TPS selama 7

(tujuh) hari." 

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka tidak ada alasan pembenar 

bagi KPPS TPS 01 Kampung Mnubabo, Distrik Biak Kota KPPS TPS 01 

Kampung Babrimbo, Distrik Biak Kota, KPPS TPS 02 Kelurahan 

Mandala, Distrik Biak Kota, KPPS TPS 03 Kelurahan Mandala, Distrik 

Biak Kota, KPPS TPS 06 Kelurahan Fandoi, Distrik Biak Kota, KPPS 

TPS 02 Kelurahan Brambaken, Distrik Samofa, KPPS TPS 05 

Kelurahan Brambaken, Distrik Samofa, KPPS TPS 06 Kelurahan 

Brambaken, Distrik Samofa, KPPS TPS 01 Kampung Darmorpis, 

Distrik Samofa, KPPS TPS 02 Kampung Darmorpis, Distrik Samofa, 

KPPS TPS 04 Kelurahan Samofa, Distrik Samofa, KPPS TPS 01 

Kampung Sumberker, Distrik Samofa, KPPS TPS 04 Kelurahan Yafdas, 

Distrik Samofa, KPPS TPS 02 Kelurahan Anjereuw, Distrik Samofa, 

KPPS TPS 01 Kelurahan Snerbo, Distrik Samofa, KPPS TPS 01 

Kampung Wisata Binsari, Distrik Samofa, KPPS TPS 01 Kampung 

Yensama, Distrik Oridek untuk tidak menyampaikan formulir MODEL 

C.HASIL-SALINAN-KWK-GUBERNUR; dan MODEL C.HASIL-SALINAN­

KWK-BUPATI kepada semua saksi mandat khususnya saksi mandat 

pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut karena merupakan 
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dengan cermat sebelum keputusan dan/atau tindakan tersebut ditetapkan 

dan/atau dilakukan; 

E. BAHWA TIDAK SAHNYA PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI

DAN WAKIL BUPATI NOMOR URUT 2 KABUPATEN BIAK NUMFOR

20249

1. Bahwa pasangan calon nomor urut 2 (Herry Ario Naap, S.Si, M.Pd.) pada

saat proses pemilihan umum diduga telah di tetapkan sebagai tersangka

dalam perbuatan asusila. Seharusnya pihak Termohon haruslah mengambil

keputusan yang tepat ketika menetapkan pasangan calon bupati dan wakil

bupati yang nantinya menjadi pemimpin wilayah.

A. Pasion tersebut dapat dianggap tidak memenuhi syarat untuk mengikuti

pemilu 

1. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan

Gubernur, Bupati, dan Wali Kata, terutama Pasal 7 ayat (1) yang

menyebutkan bahwa pasangan calon kepala daerah harus

memenuhi syarat antara lain tidak terjerat dalam kasus hukum yang

menyangkut pidana tertentu.

2. Peraturan KPU No. 10 Tahun 2023 yang mengatur tata cara

pencalonan, mencakup kewajiban bagi calon untuk tidak terjerat

kasus hukum yang bisa menghalangi kelayakan mereka sebagai

pasangan calon. Pasal 11 Peraturan KPU No. 10 Tahun 2023

menyatakan bahwa calon yang menjadi tersangka atau terdakwa

dalam perkara pidana yang diancam dengan hukuman penjara 5

tahun atau lebih, dapat dibatalkan pencalonannya.

Jika perbuatan asusila tersebut mengarah pada pelanggaran pidana 

dengan ancaman hukuman penjara 5 tahun atau lebih, maka Pasion Nomor 

urut 2 tidak memenuhi syarat administrasi dan kelayakan untuk menjadi 

pasangan calon dalam pemilu, karena status sebagai tersangka atau 

terdakwa akan menghalangi mereka untuk maju dalam pemilihan. 

B. Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang

so 
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Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota mengatur tentang syarat untuk 

menjadi calon kepala daerah, termasuk bupati. Berikut adalah poin-poin 

syarat yang tercantum: 

1. Warga Negara Indonesia (WNI).

2. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

3. Setia kepada Pancasila, Undang-Undang Oasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 

1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

4. Berpendidikan paling rendah tamat sekolah lanjutan tingkat atas

(SL TA) atau sederajat. 

5. Berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun.

6. Mampu secara jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan

kesehatan menyeluruh dari tim dokter. 

7. Tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan

yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak 

pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih. 

(Ada pengecualian untuk mereka yang dipidana karena alasan politik, 

sepanjang te/ah selesai menjalani pidana dan mengumumkan statusnya 

kepada publik.) 

8. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan

yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. 

9. Tidak pernah melakukan perbuatan tercela seperti judi, mabuk,

pemakailpengedar narkoba, atau zina. 

10. Melaporkan kekayaan pribadi kepada instansi berwenang.

11. Tidak memiliki konflik kepentingan dengan petahana (incumbent).

12. Mengundurkan diri dari jabatan tertentu, seperti ASN, anggota TN/,

Polri, BUMNIBUMD, dan jabatan lainnya yang diatur dalam peraturan 

perundang-undangan. 

Dengan demikian hasil perhitungan suara untuk Pasangan calon nomor 

urut 2 sebesar 17 .004 (tujuh belas ribu empat) suara tidak sah dan harus 

dibatalkan harus dibatalkan dan didiskualifikasi menjadi Pasangan Calon 
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dalam peraturan perundang-undangan. 

a. Metode lnterpretasi

Scholten berpendapat bahwa penemuan hukum tidak hanya sekadar 

penerapan peraturan yang ada, tetapi juga melibatkan proses interpretasi 

yang mendalam. Dalam konteks ini, interpretasi bertujuan untuk 

memberikan makna yang lebih jelas terhadap norma-norma hukum yang 

mungkin ambigu atau tidak lengkap. Proses ini melibatkan pemahaman 

konteks sosial dan nilai-nilai yang mendasari hukum tersebut 

b. Aspek-aspek dalam lnterpretasi

1. Kekosongan Hukum: Scholten membedakan antara kekosongan dalam

hukum dan kekosongan dalam perundang-undangan. Kekosongan

dalam hukum terjadi ketika hakim merasa tidak memiliki pedoman yang

jelas untuk memutuskan suatu perkara, sedangkan kekosongan dalam

perundang-undangan muncul ketika undang-undang tidak mencakup

situasi tertentu.

2. Penggunaan Logika dan Rasio: Dalam interpretasi, hakim diharapkan

menggunakan logika dan rasio untuk memperluas atau memperjelas

makna undang-undang. lni termasuk mengisi celah-celah dalam

peraturan dengan pendekatan yang logis dan sistematis.

c. Metode Analogi

Analogi merupakan salah satu teknik penting dalam metode 

rechtsvinding yang digunakan oleh Scholten. Melalui analogi, hakim 

dapat menarik kesimpulan dari kasus-kasus yang serupa untuk 

menetapkan keputusan pada kasus yang dihadapi. lni penting ketika 

tidak ada aturan hukum yang secara langsung mengatur situasi tersebut 

14. Bahwa jika menggunakan metode penemuan hukum interpretasi dan

analoginya Paul Scholten terhadap atas Pasal 242 Pasal 427 ayat (1) huruf

c Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang

Pemilihan Umum di atas maka dapat dikatakan bahwa pasangan calon
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Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon 

kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut: 

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

2. Membatalkan :

a. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Biak Numfor Nomor 164

Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

Terpilih Kabupaten Biak Numfor Tahun 2024, yang diumumkan pada hari

Kamis, Tanggal 05 Desember 2024 Pukul 04.56 WIT.

b. Mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Herry Ario Naap,

S.Si, M.Pd. - Kerry Yarangga, S.KM., M.Kes. sebagai Pasangan Calon Bupati

dan Wakil Bupati Kabupaten Biak Numfor Tahun 2024 sebagai Peserta pada 

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Biak Numfor Tahun 2024; 

Atau 

3. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Biak Numfor

untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil

Bupati Biak Numfor Tahun 2024 di seluruh TPS se-Kabupaten Biak Numfor

tanpa keikutsertaan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1

atas nama Markus Octavianus Mansnembra, S.H., M.M. - Jimmy Carter

Rumbarar Kapissa dan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut

2 atas nama Herry Ario Naap, S.Si, M.Pd. - Kerry Yarangga, S.KM., M.Kes.

dalam waktu paling lama 4 (empat) bulan setelah putusan ini ditetapkan;

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Biak

Numfor untuk melaksanakan putusan ini.

Atau 

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil­

adilnya (ex aequo et bono) 
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Hormat kami, 

KUASA HUKUM PEMOHON 

Febrina Aulya Rabbani, S.H., M.Kn. 

Angga Dwi Prasetyo, S.H., M.Kn. 

Zevi, S.H. 

Heriyanto, S.H. 
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